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RINGKASAN 

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2022 

 

Melaksanakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran (TA) 2022 ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah TA 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati 

Bombana Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah TA 2022 dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022, Pemerintah Kabupaten 

Bombana menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 

2022. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan 

Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan 

Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD TA 2022 ini telah disusun dan 

disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Laporan ini disusun berdasarkan konsolidasian antara Laporan Keuangan 

Organisasi Perangkat Daerah dan Laporan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan 

menggunakan sistem aplikasi daring dan terintegrasi. Berikut kami paparkan ringkasan 

LKPD Kabupaten Bombana TA 2022. 

1. Laporan Realisasi APBD 

Laporan Realisasi APBD menggambarkan perbandingan antara APBD TA 

2022 dengan realisasinya, dan menyajikan ikhtisar informasi mengenai realisasi 

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan daerah selama periode 

1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. 

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana TA 2022 

tercatat sebesar Rp1.175.923.844.302,00 atau mencapai 97,70% dari target APBD TA 

2022 sebesar Rp1.203.663.811.433,00. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp84.628.628.082,00, Pendapatan Transfer sebesar 

Rp1.091.295.216.220,00. Pendapatan daerah TA 2022 mengalami peningkatan 7,75% 

atau sebesar Rp84.628.628.082,00 jika dibandingkan dengan TA 2021 yang tercatat 

sebesar Rp1.104.481.308.836,00. 

Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Bombana TA 2022 

direalisasikan sebesar Rp1.109.417.997.354,00 atau meningkat 1,63% dari saldo 

tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1.091.665.939.798,50. Realisasi belanja 

dan Transfer tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar 

Rp689.797.627.355,00, Belanja Modal sebesar Rp256.605.670.742,00, Belanja Tak 

Terduga sebesar Rp7.945.777.257,00 dan Transfer sebesar Rp155.068.022.000,00. 

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja dan Transfer, maka 

terdapat surplus anggaran sebesar Rp66.505.946.948,00. Surplus tersebut akan 

menambah defisit saldo pembiayaan yang direncanakan sebesar minus 

Rp10.000.629.256. Ringkasan Laporan Realisasi APBD TA 2022 disajikan sebagai 

berikut. 
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Uraian 

2022 2021 

Anggaran Setelah 
Perubahan (Rp) 

Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) 

PENDAPATAN 1.203.663.811.433,00 1.175.923.844.302,00 97,70 1.104.481.308.836,00 

BELANJA 1.193.639.370.801,00 1.109.417.997.354,00 92,94 1.091.665.939.798,50 

TRANSFER 155.068.922.000,00 155.068.922.000,00 100,00 166.666.652.000,00 

SURPLUS/(DEFISIT) 10.024.440.632,00 66.505.846.948,00 663,44 12.815.369.037,50 

PEMBIAYAAN NETO (10.024.440.632,00) (10.000.629.256,51) 99,76 70.460.190.330,99 

SILPA/SIKPA 0,00 56.505.217.691,49  83.275.559.368,49 

 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo 

Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa 

Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan 

penyesuaian lain yang diperkenankan. Nilai Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 

2022 direalisasikan sebesar Rp83.275.559.368,49. Nilai tersebut mengalami 

peningkatan sebesar Rp38.568.318.108,50 atau 86,26% dibandingkan tahun 

sebelumnya TA 2021 dimana Saldo Anggaran Lebih akhir tercatat sebesar 

Rp56.505.217.691,49. Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2022 dapat dilihat dengan 

rincian mutasi sebagai berikut: 

 

No URAIAN 2022 (Rp) 2021 (Rp) 

1 Saldo Anggaran Lebih Awal 83.275.559.368,49 44.707.241.259,99 

2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan 
Pembiayaan Tahun Berjalan 

83.275.559.368,49 44.706.227.608,99 

3 Sub Total 0,00 1.013.651,00 

4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan 
Anggaran (SiLPA/SiKPA) 

56.505.217.691,49 83.275.559.368,49 

5 Sub Total 56.505.217.691,49 83.276.573.019,49 

6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun 
Sebelumnya 

0,00 (1.013.651,00) 

7 Lain – Lain 0,00 0,00 

8 Saldo Anggaran Lebih Akhir 56.505.217.691,49 83.275.559.368,49 

 

3. Neraca 

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah 

Kabupaten Bombana mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 

Desember 2022. 

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.163.504.853.634,43 

yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp79.964.584.649,84, Investasi Jangka Panjang 

sebesar Rp41.720.796.300,00, Aset Tetap sebesar Rp1.935.329.988.689,87, dan Aset 

Lainnya sebesar Rp106.489.483.994,72. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 

adalah sebesar Rp33.250.309.456,75 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. 

Dengan demikian, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar 

Rp2.130.254.544.177,68. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 

2021 dapat disajikan sebagai berikut. 
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Uraian 2022 (Rp) 2021 (Rp) 

Aset Lancar 79.964.584.649,84 98.250.841.762,82 

Investasi Jangka Panjang 41.720.796.300,00 39.720.796.300,00 

Aset Tetap 1.935.329.988.689,87 1.818.724.928.610,26 

Aset Lainnya 106.489.483.994,72 118.117.546.581,96 

Jumlah 2.163.504.853.634,43 2.074.814.113.255,04 

Kewajiban Jangka Pendek 33.250.309.456,75 115.488.454.857,86 

Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 

Jumlah 33.250.309.456,75 115.488.454.857,86 

Ekuitas 2.130.254.544.177,68 1.959.325.658.397,18 

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 2.163.504.853.634,43 2.074.814.113.255,04 

 

4. Laporan Operasional 

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten 

Bombana untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2022 

sampai dengan 31 Desember 2022. 

Dari kegiatan operasional pemerintah daerah, Pendapatan-LO adalah sebesar 

Rp1.153.548.079.606,33, Beban sebesar Rp941.668.243.522,91, sedangkan Defisit 

dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp2.585.882.105,00) dan Defisit dari Pos 

Luar Biasa sebesar (Rp7.998.442.190,00), sehingga Surplus LO sebesar 

Rp201.295.511.788,42 

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 

Desember 2022 adalah sebagai berikut 

No Uraian 2022 (Rp) 2021 (Rp) 

1. Pendapatan – LO 1.153.548.079.606,33 1.025.962.162.661,45 

2. Beban 941.668.243.522,91 901.683.880.733,89 

3. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan 
Operasional 

211.879.836.083,42 124.278.281.927,56 

4. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non 
Operasional 

(2.585.882.105,00) 0,00 

5. Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa (7.998.442.190,00) (5.981.848.502,00) 

6. Surplus/(Defisit) LO 201.295.511.788,42 118.296.433.425,56 

 

5. Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, 

Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. 

Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, 

Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 

Desember 2022. 

Aktivitas Arus Kas Kabupaten Bombana periode 2022 dan 2021 dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

Uraian 2022 (Rp) 2021 (Rp) 

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 322.721.285.567,00 263.654.237.751,50 

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (258.215.438.619,00) (250.838.868.714,00) 

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (91.276.188.625,00) 25.753.962.722,00 

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 591.007.474.,00 41.170.608,00 

Kenaikan/(Penurunan) Kas (26.179.334.203,00) 38.610.502.367,50 
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Catatan Atas Laporan Keuangan – Pendahuluan 1 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan 

transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangangan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perkeonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bombana menyusun Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pelaksanaan 

otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintah dan sekaligus menjadi tolak 

ukur kinerja pemerintah untuk dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran. 

Laporan keuangan tersebut terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber 

daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, 

menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, 

dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 32 ayat 

(1) bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan 

disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Bombana telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

71 tahun 2010 tentang  Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dimana Laporan Keuangan 

yang disusun sebanyak 7 (tujuh)  laporan yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; 

(2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LPSAL); (3) Neraca; (4) Laporan Operasional; 

(5) Laporan Arus Kas (LAK); (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (7) Catatan atas 

Laporan Keuangan (CaLK).  

Laporan Keuangan tersebut disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi 

yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Bombana selama Tahun Anggaran 2022, baik dari aspek 

pendapatan, belanja maupun pembiayaan sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja 

pendapatan dan belanja, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi 

pemerintah daerah, dan menentukan kepatuhannya terhadap peraturan perundang–

undangan. 
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1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bombana Tahun Anggaran 2022 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: 

a. Menyediakan informasi mengenai tingkat pendapatan periode tahun berjalan 

sehingga dapat diketahui cukup/tidaknya untuk membiayai seluruh pengeluaran; 

b. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan menentukan 

kesesuaian alokasi penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan 

dalam kegiatan pemerintahan serta hasil–hasil yang telah dicapai; 

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh 

kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah 

berkaitan dengan sumber–sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan 

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah 

sebagai akibat kegiatannya selama periode pelaporan apakah mengalami kenaikan 

atau penurunan. 

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: 

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan 

anggaran. 

2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan 

anggaran, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD. 

Untuk memenuhi tujuan–tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bombana menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal: 

aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas. 

Informasi dalam pelaporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan 

sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak sepenuhnya memenuhi 

tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat 

dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran 

yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu 

periode. 

Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para 

pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, 

seperti halnya dalam perbuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya 

ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan 

outcomes dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama 

periode pelaporan. 
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Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah disusun untuk 

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi 

yang dilakukan dan dirancang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi 

secara transparan dari semua kelompok pengguna yang meliputi: 

1. Masyarakat; 

2. Para Wakil Rakyat; Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemeriksa; 

3. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan adalah sebagai berikut: 

a. Memberi gambaran program/kegiatan yang dianggarakan dalam DPA tiap-tiap 

SKPD sehingga dapat menjadikan pedoman atau kerangka acuan yang bersifat 

umum dalam memberi informasi dan menjelaskan anggaran pemerintah daerah 

tahun 2022. 

b. Merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen laporan 

pertanggungjawaban pemerintah daerah dari aspek keuangan tahun anggaran 

2022. 

c. Memberi informasi secara singkat tentang realisasi anggaran pendapatan, 

belanja dan pembiayaan yang ada pada pemerintah daerah tahun anggaran 2022. 

d. Sebagai acuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun 

Anggaran 2022. 

e. Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana disusun 

dengan tujuan: 

1) Memberi kemudahan pada publik untuk mengetahui seberapa besar 

pelaksanaan realisasi pendapatan dan belanja tahun anggaran 2022. 

2) Sebagai salah satu bahan evaluasi dalam perencanaan APBD berikutnya.   

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana diselenggarakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, 

antara lain : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 

Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2003 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja; 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran 

Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertnggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilaan Rakyat Daerah, 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

19. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 547); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana 

Tahun 2011 Nomor 1); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

31. Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata cara 

Penganggaran, Pelaksanaan; dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 

Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bombana, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 6 Tahun 

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013 

tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan; dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kabupaten Bombana; 

32. Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana;  

33. Peraturan Bupati Bombana Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Bombana; 

34. Peraturan Bupati Bombana Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 

35. Peraturan Bupati Bombana Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

36. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah 

 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bombana Tahun Anggaran 2022 terdiri dari : 

BAB I : PENDAHULUAN 

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah 
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BAB II : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN 

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 

2.1 Ekonomi Makro 

Menjelaskan tentang asumsi makro ekonomi yang mendasari 

penyusunan laporan keuangan SKPD yang menyajikan tentang posisi 

dan kondisi ekonomi periode berjalan dibandingkan dengan anggaran 

pertama dan penjelasan atas perubahan yang dilakukan pada tiap-tiap 

SKPD.  

2.2 Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Memuat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan keuangan dalam 

penyusunan laporan keuangan realisasi anggaran dan neraca daerah. 

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Pemerintahan Daerah. 

Memuat penjelasan mengenai indikator capaian target kinerja 

kegiatan dan program-program yang dilaksanakan tiap-tiap SKPD. 

BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH 

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan. 

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD pada tiap-

tiap SKPD berupa realisasi pencapaian target kinerja yang 

efektivitasnya dan efisiensi realisasi belanja dari kegiatan-kegiatan 

pada program-program yang dilaksanakan tiap-tiap SKPD  

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang 

Ditetapkan 

Memuat tentang hambatan dan kendala yang dihadapi oleh 

pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang 

dilaksanakan 

BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI 

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah. 

Memuat informasi tentang laporan tiap-tiap SKPD dalam lingkup 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana sebagai entitas pelaporan. 

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.  

Memuat informasi tentang Basis Akuntansi yang Mendasari 

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tiap-tiap SKPD. 

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Daerah. 

Memuat informasi tentang Basis pengukuran atas pos-pos pendapatan 

dan Belanja pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tiap-tiap 

SKPD.  

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang 

ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah. 
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BAB V  : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja  

5.2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaaran Lebih. 

5.3. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca 

5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional 

5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas 

5.6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 

BAB VI  : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON 

KEUANGAN 

BAB VII : PENUTUP 

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan 

penting tentang dan rincian laporan keuangan daerah 
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BAB II 

GAMBARAN EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN 

INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 

 

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah menjadi tujuan akhir dari 

proses pembangunan. Pemerintah pusat maupun daerah secara berkelanjutan akan selalu 

memastikan bahwa proses pembangunan berjalan dengan baik. Dengan demikian 

kesejahteraan masyarakat yang merupakan indikator meningkatnya kualitas hidup 

masyarakat dapat terwujud.  

Sebagaimana daerah-daerah lainnya, Kabupaten Bombana selalu berupaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya melalui proses 

pembangunan yang terlaksana. Untuk menjamin proses pembangunan dapat berjalan 

dengan baik, dibutuhkan perencanaan yang baik dan tepat. Hal ini merupakan langkah awal 

dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akhirnya nanti akan dapat dirasakan oleh 

seluruh masyarakat Kabupaten Bombana. 

Pencapaian tujuan pembangunan secara optimal membutuhkan analisis atas 

indikator ekonomi makro yang ditujukan untuk menilai sejauh mana realisasi 

pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dan mengetahui sejauh mana 

capaian indikator ekonomi sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan 

pembangunan jangka menengah. Disamping itu, analisis ekonomi tersebut digunakan 

sebagai salah satu input utama dalam membuat rancangan kebijakan fiskal daerah. 

Indikator makro ekonomi adalah statistik yang digunakan untuk melihat 

perkembangan ekonomi saat ini dan saat yang akan datang. Fungsi utama indikator makro 

ekonomi adalah untuk menganalisis perkembangan ekonomi saat ini dan untuk 

memprediksi perkembangan ekonomi di masa mendatang. Fungsi lain dari indikator makro 

adalah untuk mengatur atau mengubah ekspektasi pasar. Oleh sebab itu, indikator makro 

ekonomi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar barang dan jasa, pasar 

tenaga kerja, pasar valuta asing, pasar saham, dan pasar bursa berjangka. 

Dalam konteks evaluasi atas kinerja keuangan pemerintah daerah, secara lebih 

spesifik indikator-indikator makro ekonomi yang perlu untuk diamati adalah tingkat 

kemiskinan, tingkat inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB per kapita, laju 

pertumbuhan ekonomi,  tingkat kesempatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. 

Berikut gambaran indikator ekonomi makro Kabupaten Bombana sepanjang tahun 

2022 berdasarkan data BPS Kabupaten Bombana. 

Beberapa indikator ekonomi makro mencakup sumber daya manusia, sosial 

kependudukan dan ekonomi yang berperan dalam mendukung pencapaian prioritas RKPD 

2022 adalah sebagai berikut : 

2.1.1. Tingkat Kemiskinan 

Penduduk miskin dihitung berdasarkan  garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah 

nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum 
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kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu 

untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk 

miskin daerah pada periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya 

berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan 

keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian 

sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, 

menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. 

Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang miskin di 

satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah 

bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. 

BPS dalam mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang 

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan 

bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah 

menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis 

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). 

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bombana 

No Tahun 
Garis Kemiskinan 

(Rupiah/Kapita/Bulan) 

Perentase Penduduk 
Miskin 

 (%) 

1 2015 246 908 12,55 

2 2016 266 717 13,06 

3 2017 270 627 12,36 

4 2018 288 201 11,05 

5 2019 308 396 10,56 

6 2020 325 949 10,01 

7 2021 346 726 10,76 

8 2022 368 576 10,26 

Sumber : BPS Kabupaten Bombana  

Persentase penduduk miskin Kabupaten Bombana pada Tahun 2021 sebesar 

10,76% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dimana pada Tahun 2022 persentase 

penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 10,26%. Namun demikian, Persentase 

penduduk miskin Kabupaten Bombana masih jauh dari target yang telah ditetapkan pada 

RPJMD yaitu diangka 8% di Tahun 2022. Persentase penduduk miskin Kabupaten 

Bombana masih di bawah provinsi namun diatas rata rata nasional maka dalam 

perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan 

angka kemiskinan. Berdasarkan fungsi, realisasi belanja yang berkenaan dengan fungsi 

perlindungan sosial adalah bentuk intervensi kebijakan yang dapat mempengaruhi 

perkembangan angka kemiskinan di daerah. Berikut kami sajikan dalam grafik korelasi 

alokasi anggaran untuk bidang perlindungan sosial dengan perkembangan penduduk 

miskin di bawah ini. 
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Grafik 2.1 Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial dengan Jumlah 
Penduduk Miskin 2020-2022 

Berdasarkan data grafik tersebut dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belanja 

yang berkaitan dengan fungsi perlindungan sosial pada Pemerintah Kabupaten Bombana 

pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan dari Rp7.242.998,000,00 ke 

Rp8.781.789.400,00 atau naik 21,25%. Kenaikan realisasi anggaran tersebut karena jumlah 

penduduk miskin Kabupaten Bombana berdasarkan data BPS mengalami peningkatan dari 

yang sebelumnya 10,01% menjadi 10,76%. Kemudian pada tahun 2022, realisasi anggaran 

menurun menjadi Rp3.154.300.000,00 atau sekitar 73,86%. Pada saat yang bersamaan 

dapat kita lihat pada grafik bahwa kurun waktu 2021 ke 2022 terjadi penurunan jumlah 

penduduk miskin dari 10,76% menjadi 10,26%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan 

pengalokasian dan realisasi anggaran yang berkenaan dengan fungsi perlindungan sosial 

yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana berhasil mengintervensi kondisi 

kemiskinan masyarakat sehingga dapat menurunkan persentase penduduk miskin di 

Kabupaten Bombana. 

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Tenaga kerja merupakan modal geraknya roda pembangunan dan merupakan salah 

satu aspek penting untuk menunjukkan kesejahteraan. Dalam teori ekonomi, pertumbuhan 

ekonomi memiliki hubungan positif dengan kesempatan kerja. Meningkatnya kesempatan 

kerja berdampak terhadap peningkatan produktivitas yang pada akhirnya akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan menganggur) dengan 

penduduk usia kerja (penduduk umur 15 tahun ke atas).  

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran 

terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak 

punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan 

mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, 

karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan; (iv) Mereka yang sudah punya 

pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. 
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Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) di Kabupaten 

Bombana terdapat 93.531 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja, 1,47 persen 

diantaranya merupakan pengangguran, angka pengangguran ini menurun  jika 

dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2021  sebesar 3,17 

persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bombana mengalami 

peningkatan selama periode 2019-2021. Dari 71,19 persen tahun 2019 menjadi 72,77 

persen di tahun 2021.   

Berdasarkan lapangan kerja pada tahun 2022, dari 92.156 penduduk yang bekerja, 

sekitar 42,54 % bekerja di sektor jasa. Sektor-sektor lain yang cukup besar peranannya 

dalam penyerapan tenaga kerja diantaranya sektor pertanian (22,25 %) dan manufaktur 

(15,20 %). 

Tabel 2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kegiatan dan 
Jenis Kelamin di Kabupaten Bombana 

Uraian Laki-Laki Perempuan Jumlah 

I. Angkatan Kerja 59 309 34 222 93 531 

1.1 Bekerja 58 578 33 578 92 156 

1.2 Pengangguran Terbuka 731 644 1 375 

    

II. Bukan Angkatan Kerja  9 152 34 259 43 411 

2.1 Sekolah 4 273 3 676 7 949 

2.2 Mengurus Rumah Tangga 2 548 29 572 32 120 

2.3 Lainnya 2 331 1 011 3 342 

Jumlah 68 461 68 481 136 942 

Sumber : BPS Kabupaten Bombana 

2.1.3. Indeks Gini (Gini Ratio) 

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk 

menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah 

tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva 

pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran 

konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif 

penduduk.  Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana : 

a. Indeks Gini sama dengan 0,  menunjukkan distribusi pendapatan merata 

sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan 

yang sama 

b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, 

dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja. 

Berikut perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bombana Tahun 2018-2021 

sebagaimana digambarkan dalam grafik di bawah ini. 
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Sumber : BPS Kab. Bombana 

Grafik 2.2 Index Gini (Gini Ratio) Kabupaten Bombana Tahun 2018-2021 

Gini Ratio adalah alat untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Koefisien 

semakin mendekati nol maka pendapatan semakin merata. Nilai 0,5-0,7 menggambarkan 

ketidakmerataan tinggi; 0,36-0,49 ketidakmerataan sedang; dan 0,20-0,35 mengalami 

ketidakmerataan rendah. Selama periode 2018-2021, gini ratio Kabupaten Bombana 

mengalami fluktuasi naik turun dari tahun ke tahun. Pada kurun 2018-2021, gini ratio 

Kabupaten Bombana mengalami peningkatan dari sebesar 0,01 yakni dari 0,347 pada tahun 

2018 dan naik menjadi 0,357 pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 mengalami 

penurunan sebesar 0,02 menjadi 0,339 dan meningkat tinggi pada tahun 2021 menjadi 

0,361. Berdasarkan pengelompokan, maka dapat dikatakan bahwa gini ratio Kabupaten 

Bombana termasuk ke dalam kategori ketidakmerataan sedang. Berdasarkan data statistik 

lingkup regional, gini ratio Kabupaten Bombana masih dibawah rata-rata gini ratio 

Sulawesi Tenggara dimana pada tahun 2021 berada pada nilai 0,390 yang juga termasuk 

dalam kategori ketidakmerataan sedang. Angka gini ratio Kabupaten Bombana juga masih 

lebih rendah dibanding angka gini ratio nasional. Tahun 2021, Gini Ratio rata-rata 

Indonesia adalah 0,384 yang sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 0,381. 

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan 

dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk 

dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan 

pendidikan.  IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu  harapan hidup/ umur panjang dan 

sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent 

standart of living).  

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana Realisasi 

pencapaian IPM Kabupaten Bombana pada Tahun 2021 adalah sebesar 66,25 poin dengan 

kategori sangat sedang  sebagaimana dijelaskan dalam grafik di bawah ini: 
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Grafik 2.3 Index Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Bombana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.4 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kab. Bombana 2018 -  2021 

 

Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipengaruhi oleh 4 indikator 

yaitu angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan 

pengeluaran perkapita. Capaian IPM dapat digolongkan menjadi 3 kategori yaitu kategori 

tinggi (70≤IPM<80), kategori sedang (60≤IPM<70), dan kategori rendah (IPM<60). Jika 

dilihat dari data yang ada, IPM Kabupaten Bombana dari tahun 2018 – 2021 termasuk 

dalam kategori sedang. IPM Kabupaten Bombana setiap tahunnya mengalami peningkatan. 

Pada tahun 2021, IPM Bombana menempati urutan ketiga belas di Sulawesi Tenggara 

dengan capaian IPM sebesar 69,09. Capaian ini tentu tidak lepas dari peningkatan indikator 

pembentuk IPM, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah, Rata-rata 

lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan 

banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). 

64,49

65,04

65,65

66,05

66,25

63,5

64

64,5

65

65,5

66

66,5

2018 2019 2020 2021

Human Development Index

Human Development Index

68,17 68,54 68,91 69,09

11,82 11,83 11,84 11,85
7,54 7,74 8,03 8,048,19 8,34 8,23 8,31

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2018 2019 2020 2021

Angka Harapan Hidup Harapan Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah Pengeluaran Per Kapita



  

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 

   

 

 Catatan Atas Laporan Keuangan – Gambaran Ekonomi Makro dan Target Kinerja 
15 

Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan penduduk di bidang kesehatan. 

Pencapaian angka harapan hidup Kabupaten Bombana selalu meningkat. AHH 

Kabupaten Bombana pada tahun 2021 mencapai 69,09. Data tersebut menunjukkan 

harapan hidup bayi baru lahir di Kabupaten Bombana dapat bertahan hidup hingga usia 

69,09 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bombana setiap tahunnya juga 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,04. 

Artinya rata-rata masyarakat Kabupaten Bombana mengenyam pendidikan sampai Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) kelas 8 atau 9. 

Tren Peningkatan IPM Kabupaten Bombana tahun 2019 – 2022 disebabkan oleh 

terus meningkatnya komponen pembentuk IPM yaitu komponen kesehatan yaitu umur 

panjang dan hidup sehat, pendidikan (pendidikan), dan ekonomi (tandar hidup layak). 

Meningkatnya IPM sejalan dengan meningkatnya anggaran Pendidikan dan kesehatan. 

Komponen pendidikan yang diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata 

lama sekolah mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan anggaran pendidikan. 

Selama tahun 2019 hingga 2022, Anggaran pendidikan meningkat dari 

Rp186.854.526.820,00 menjadi Rp229.984.997.605,00. Sementara itu, komponen 

kesehatan yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup saat lahir juga meningkat sejalan 

dengan anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan pada tahun 2019 sebesar 

Rp180.456.888.345,00 meningkat menjadi Rp183.750.966.512,00 pada tahun 2022. 

Perkembangan antara anggaran pendidikan dengan IPM Kabupaten Bombana 2019 – 2022 

dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.5 Perkembangan Anggaran Pendidikan dengan IPM Kabupaten 
Bombana Tahun 2019-2022 

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan 

untuk mengukur perekonomian suatu negara. Negara yang mempunyai pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi adalah negara yang mampu membawa kondisi perekonomiannya 

relatif lebih baik. Pada dasarnya aktivitas perekonomian merupakan suatu proses 
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penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada 

gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki 

oleh masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan meningkatkan 

pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. 

Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan melihat perubahan relatif dari 

besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah pada periode 

waktu tertentu. Jika kurun waktu yang diamati dalam satu tahun, maka pertumbuhan 

ekonomi direpresentasikan dalam indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan 

dikurangi 100 persen. 

PDRB dihitung berdasarkan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga 

konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa 

yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar 

harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung 

menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB 

menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya 

ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator 

penting yang menunjukkan kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode 

tertentu. PDRB pada dasarnya adalah jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha di suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan 

jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. 

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana  tahun 2022 

menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang mana masih masuk masa 

pandemi covid-19. Pada tahun 2022 tercatat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Bombana sebesar 5,11 persen. Meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 

sebesar 3,49 persen pada tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan kabupaten 

Bombana mulai membaik pasca pandemi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

grafik berikut : 

 

Grafik 2.6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga 
Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 
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